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MOTTO 
 

 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

"Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
dilaksanakan/diperbuatnya" 

(Ali Bin Abi Thalib) 
 

"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua." 
(Aristoteles) 

 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan 

dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran. 
 

 

PERSEMBAHAN 

Sujud syukurku kusembahkan kepadaMu ya Allah, Tuhan Yang Maha Agung dan 
Maha Tinggi. 

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk Abaku Almarhum 
H. M. Amin. HAR yang belum sempat saya membahagiakannya dan 

Mamiku Hj. Siti Hanaya 
Terima kasih atas kasih sayang dan dukungan serta doa yang tiada putus 

 

Untuk anak –anakku tercinta 
M. Aldi Syahputra dan Irza Aulia A. 
Moga kelak bisa lebih baik dari saya 

 
Terima kasih selanjutnya untuk semua saudara - saudaraku yang luar biasa, dalam 

memberi dukungan dan doa yang tanpa henti. 
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